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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Batg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Pengesahan  Perkawinan/Istbat

Nikah yang diajukan oleh :

Syamsidar binti  Dg.  Lauseng,  umur 42 tahun,  agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di di Jalan Pahlawan

Cabodo  Kelurahan  Bonto  Sunggu,  Kecamatan  Bissappu,

Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

Dg. Kitta  bin Dg. Tahere,  umur 42 tahun,  agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan  petani,  bertempat  tinggal  di  di  Jalan  Pahlawan

Cabodo  Kelurahan  Bonto  Sunggu,  Kecamatan  Bissappu,

Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut

para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

DUDUK  PERKARA

 Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dalam  surat  permohonannya

tertanggal  9  Agustus  2016  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Bantaeng dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Batg.,

tanggal 9 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan

dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah

datang menghadap di persidangan;
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Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan para Pemohon menyatakan

tidak  akan  melanjutkan  perkaranya  dan  menyatakan  mencabut

permohonannya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini  maka  ditunjuk

berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan

selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini; 

PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan para

Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  para  Pemohon  sebelum

pemeriksaan  perkara   pokok  perkara  telah  menyatakan  mencabut

perkaranya  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Bantaeng tanggal 9 Agustus 2016  dengan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Batg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh para

Pemohon  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,  maka

permohonan  pencabutan  tersebut  patut  dikabulkan  dengan  menyatakan

Perkara Nomor  133/Pdt.P/2016/PA.Batg telah selesai karena dicabut.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89   ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006   dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari

perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 
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1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya; 

2. Menyatakan  perkara Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Batg dicabut; 

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Majene pada hari  Kamis,  tanggal 03 November 2016 Masehi bertepatan dengan

tanggal 2 Safar 1438 Hijriah oleh Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.,M.H. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan

didampingi oleh Bungatang, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

para Pemohon.

Hakim Anggota 

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.,M.H.

ttd

Musrifah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bungatang, S.HI

Perincian biaya :
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-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 150.000,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.
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